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ABSTRAK 

 Fenomena meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 telah mengubah struktur 

dan pola ruang pada Kawasan Rawan Bencana Merapi yang ada di Kabupaten Sleman. 

Perubahan tersebut mendorong minat masyarakat lokal untuk mengembangkan kegiatan 

pariwisata karena memiliki nilai sejarah geologi, sekaligus dapat menunjang kehidupan 

ekonomi. Namun demikian, tidak semua kegiatan wisata itu dapat dilakukan di setiap 

kawasan, karena ada kawasan tertentu yang membatasi adanya kegiatan manusia yaitu 

Kawasan Rawan Bencana Merapi III. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada 

objek wisata The Lost World Castle yang telah dilarang oleh Pemerintah Kabupaten 

Sleman, karena membangun bangunan dan menjalankan kegiatan di Kawasan Rawan 

Bencana Merapi III. Meskipun telah dilarang, pihak pemilik/pengelola tetap bersikeras 

untuk melanjutkan kegiatan pariwisata karena menganggap bahwa larangan itu 

dialamatkan untuk pengembangan permukiman. Dalam aturan tata ruang Sleman tidak 

menyebutkan secara eksplisit mengenai larangan bangunan dan kegiatan wisata itu, 

sehingga menimbulkan polemik antara kedua pihak. Oleh karena itu, penyusun tertarik 

untuk meneliti terkait alasan hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam 

melarang bangunan dan kegiatan wisata, sekaligus meneliti tindakan Pemerintah 

Kabupaten Sleman dalam mengendalikan wisata tersebut. 

 Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitan 

kepustakaan (library research) untuk menjelaskan mengenai alasan hukum yang 

digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menetapkan status terlarang pada 

bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle, dan penelitian lapangan (field 

research) untuk mengetahui kesesuaian tindakan Pemerintah Sleman dalam 

mengendalikan keberadaan wisata tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku, 

dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui 

studi dokumen yang meliputi kajian teknis, gambar peta kawasan rawan bencana merapi, 

laporan pekerjaan merapi dan dokumen pendukung lainnya. Adapun wawancara dilakukan 

kepada Bappeda Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu, Dinas Pariwisata dan pihak pengelola/pemilik The Lost World Castle.  

 Hasil analisis dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa alasan 

Pemerintah Kabupaten Sleman melarang bangunan dan kegiatan wisata The Lost World 

Castle di Kawasan Rawan Bencana Merapi III, karena tidak memenuhi persyaratan fisik 

dan operasional. Secara fisik, bangunan tersebut telah melanggar aturan tata ruang, 

ketentuan perizinan dan bangunan yang belum dapat menjamin keandalan teknis dari segi 

keselamatan. Adapun secara operasional, kegiatan tersebut tidak menunjang fungsi 

ekologis, hidrologis dan mitigasi bencana, sekaligus tidak memiliki izin teknis dan Tanda 

Daftar Pariwisata (TDUP). Selanjutnya, pengendalian pemanfaatan yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menerapkan 

instrumen pengenaan sanksi administratif yang berupa surat peringatan oleh beberapa 

instansi. Pengendalian ini juga sejalan dengan asas keterpaduan, perlindungan kepentingan 

umum, dan asas akuntabilitas. 

Kata kunci: Tata Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, Kawasan Rawan Bencana 

Merapi III, peraturan zonasi, perizinan, sanksi administratif. 
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HALAMAN MOTTO 

 

“Never End The Fight” 

عِيْفِ، وَفـِيْ كُـل ٍّ خَـيْـرٌ ، اِحْـرِصْ عَ  ََـى الَْـمُؤْمِنُ الْقَـوِيُّ خَـيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِـى اللهِ مِنَ الْـمُؤْمِنِ الضَّ مَا يـَنْـفَـعـُكَ ـ

تُ كَانَ كَذَا وَكَـذَا ،  َْ ٍّيْ فَعَ وَلَـكِنْ قُلْ: قَـدرَُ اللهِ وَمَا وَاسْتعَِنْ باِللهِ وَلََ تـَعجَْـزْ ، وَإنِْ أَصَابكََ شَـيْءٌ فَـلََ تقَُلْ: لَوْ أَنـِ

يْطَانِ   شَاءَ فَعلََ، فَإنَِّ لَوْ تـَفْـتـَحُ عمََلَ الشَّ

-ََّى اللهُ عَََيْهِ وَسَََّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَ  - 

 

“Alon Alon Penting Kelakon” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Perubahan konsep negara penjaga malam (Nachtwachterstaat) menjadi 

negara kesejahteraan (Welfare State)1 memberikan pengaruh pada kekuasaan 

pemerintah, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan 

intervensi pada kebutuhan publik guna meningkatkan kesejahteraan umum, 

salah satunya ialah penguasaan negara atas tanah, air dan udara. Negara 

memiliki kewenangan untuk menguasai dalam arti mengelola ruang tersebut 

untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut tertera dalam Pasal 33 Ayat (3) 

UUD RI 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat.” 

 Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan 

aset ruang tersebut sebagaimana telah di amanatkan melalui Pasal 2 ayat (2) 

Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria yang menyebutkan bahwa hak menguasai negara ini memberikan 

wewenang untuk:2 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut 

2. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara 

orang orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa 

                                                             
 1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 14. 

 

 2 Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria/ UUPA 
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3. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara 

orang orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi 

 Tindak lanjut peran negara dalam menjalankan pengaturan tentang 

tanah, maka disusun pengaturan tata ruang secara otonom. Masing masing 

daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pengaturan, pembinaan, 

pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang “didasarkan pada pendekatan 

wilayah” dengan batas wilayah administratif.3 Aspek penataan ruang 

melibatkan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan 

interaksi antar lingkungan.4 Substansi dalam pengaturan tersebut ialah 

perhatian terhadap ambang batas ekologis dan titik kritis pada sebuah 

kawasan.5  

 Pengaturan mengenai tata ruang dalam Undang Undang No. 7 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang meliputi tiga aspek yaitu proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses 

perencanaan tata ruang merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 

penetapan rencana tata ruang. Dalam mewujudkan proses perencanaan tata 

ruang tersebut, maka perlu menyusun proses pemanfaatan ruang dengan 

                                                             
 3 A. M Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2014), hlm. 111. 

 

 4 Emil Salim, Ratusan Bangsa Merusak Bumi, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 

2010), hlm. 90. 

 

 5 Michael H. Smith, and Karlson Hargroves, Cents And Sustainibility; securing our 

common future by decoupling economic growth from environmental pressures, (Purves 

Environmental Fund, Griffith University, Australian National University, And Curtin University 

Of Technology, 2010), hlm. 147. 
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menentukan pelaksanaan program beserta pembiayaanya. Selanjutnya, 

pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib 

tata ruang melalui beberapa instrumen yaitu peraturan zonasi, perizinan, 

insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. 

 Salah satu perhatian dalam proses penataan ruang suatu wilayah adalah 

terkait terjadinya fenomena gejala alam yang menimbulkan perubahan pada 

struktur dan pola ruang. Perubahan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam mengubah pemanfaatan ruang yang sebelumnya. Hal ini terjadi pada 

fenomena meletusnya Gunung Merapi tahun 2010 silam, yang sebagian besar 

telah mengubah struktur dan pola ruang di area terdampak letusan. Dengan 

demikian, penataan ruang yang sebelumnya sudah diatur peruntukannya harus 

diubah dan disesuaikan dengan kondisi geografis yang baru. Hal ini direspon 

oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengeluarkan Peraturan Bupati 

No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi. 

Dalam aturan tersebut, Kawasan Rawan Bencana Merapi di bagi menjadi tiga 

zona berdasarkan tingkat kerawanan suatu wilayah yaitu Zona Kawasan Rawan 

Bencana Merapi I, II, dan III. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman. 

 Kawasan Rawan Bencana Merapi termasuk kawasan lindung geologi 

yang diprioritaskan untuk aspek ekologis, hidrologis dan mitigasi bencana. 

Pemanfaatan ruang untuk kepentingan sosial budaya pada kawasan ini dibatasi, 

tujuannya untuk mencegah penggunaan ruang yang terlalu bebas. Ketentuan 

tersebut berlaku pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III, karena letaknya 
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dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, 

guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. 

 Pembatasan kegiatan pada Kawasan Rawan Bencana Merapi III 

memberikan ketersediaan ruang yang lebih banyak. Hal ini dimanfaatkan oleh 

investor yang bernama Ayung dari Kalimantan untuk mengembangkan 

kegiatan pariwisata yang bernama The Lost World Castle yang terletak di 

Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. Pembangunan wisata di dataran tinggi 

memberikan ketertarikan tersendiri, karena terdapat pemandangan yang indah 

dan udara yang bersih dan sejuk. Disamping itu, investor hendak 

mengembangkan kegiatan ekonomi lingkungan sekitar dengan membuka 

pekerjaan baru bagi masyarakat lokal.  

 Bangunan dan kegiatan wisata tersebut ternyata tidak dikehendaki oleh 

Pemerintah Kabupaten Sleman, karena bertentangan dengan aturan tata ruang 

yang berlaku di wilayah Sleman. Dasar hukum yang digunakan Pemerintah 

Kabupaten Sleman ialah Pasal 79 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman yang melarang mengembangkan hunian 

hidup dan penambahan sarana prasarana baru pada kawasan terdampak 

langsung, dan  Pasal 56 Peraturan Presiden No. 70 tahun 2014 tentang Rencana 

Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang menyatakan 

bahwa pada kawasan tersebut dilarang adanya kegiatan yang mengubah 

bentang alam. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam aturan 

tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman tetap melarang kegiatan pembangunan 

dan kegiatan operasional wisata The Lost World Castle. Penetapan larangan 
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atas penggunaan ruang pada kawasan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten 

Sleman berimplikasi pada ranah perizinan bangunan dan instrumen 

administratif lainnya. 

 Namun, pihak pemilik/pengelola objek wisata The Lost World Castle 

beranggapan bahwa pembangunan tersebut sudah sesuai dengan pemanfaatan 

ruang yang ada, karena tidak digunakan untuk hunian hidup. Mereka meyakini 

bahwa dalam pengaturan tata ruang tersebut tidak diatur secara eksplisit 

mengenai larangan bangunan, sehingga mereka tetap kuat memperjuangkan 

bangunan tersebut. Terkait dengan aspek perizinan, pihak pengelola/pemilik 

wisata mendapat kesulitan dalam mengurus proses administrasi karena sudah 

terindikasi melanggar aturan tata ruang. Perbedaan dalam memahami makna 

yang tercantum pada aturan tata ruang tersebut menyebabkan terjadinya 

polemik antara pihak Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pihak 

pengelola/pemilik objek wisata The Lost World Castle. Oleh karena itu, perlu 

adanya kajian mengenai aspek hukum dari objek wisata The Losr World Castle 

berdasarkan hasil pemantauan, identifikasi objek, dan kajian tata ruang, 

sekaligus mencermati tindakan yang pengendalian pemanfaatan ruang yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. 

 Penyusun tertarik untuk meneliti aspek hukum dari bangunan dan 

kegiatan tersebut, sekaligus mencermati tindakan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengendalikan keberadaan wisata itu. 

Oleh karena itu, penyusun meneliti terkait dengan alasan hukum yang dapat 

menjelaskan mengenai status dari bangunan dan kegiatan wisata itu, 
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selanjutnya meneliti mengenai kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap bangunan dan 

kegiatan wisata itu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa alasan hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam 

melarang bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle? 

2. Apakah pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Sleman dalam melarang bangunan dan kegiatan wisata The 

Lost World Castle sudah sesuai dengan hukum yang berlaku? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk menjelaskan dasar yuridis yang digunakan dalam melarang 

keberadaan bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle  

b. Untuk menjelaskan mengenai kesesuaian pengendalian ruang yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap objek wisata 

The Lost World Castle yang ada di Desa Petung, Kepuharjo, 

Cangkringan, yang melarang keberadaan bangunan dan kegiatan 

wisata di Kawasan Rawan Bencana Merapi III berdasarkan pada 

aturan hukum yang berlaku. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ilmu hukum 

tentang tata ruang dan pengendalian kemanfaatan ruang yang 

dilakukan pemerintah pada daerah yang rawan terjadi bencana alam, 

yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan 

diinsentif, dan arahan pengenaan sanksi 

b. Praktis 

 Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

bagi pemerintah untuk dapat mencermati secara detail mengenai 

pengendalian kemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana 

Merapi III dari pengawasan sampai penertiban, sehingga tata ruang 

pada kawasan tersebut dapat terjaga sesuai dengan ketentuan 

Rencana Tata Ruang Wilayah.  

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam bab ini penyusun memberikan beberapa karya penelitian yang 

mememiliki tema pembahasan yang sama tentang pengendalian pemanfaatan 

ruang, agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam 

sebuah proses penelitian, keberadaan buku-buku literature merupakan sebuah 

keharusan. Tinjauan pustaka (atau sering juga disebut studi literature review) 

merupakan sebuah proses mencari berbagai literature, hasil kajian atau studi 
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yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.6 Hasil penelitian 

yang menjadi kajian pustaka penyusun adalah sebagai berikut : 

 Skripsi dari Rinto Nugrah Setiawan yang berjudul “Konsolidasi Tanah 

Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak 

Atas Tanah Di Kabupaten Sleman”7 mengkaji tentang konsolidasi tanah yang 

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional wilayah Sleman di kawasan yang 

terkena dampak letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah objek kajian yang lebih spesifik membahas masalah 

keberadaan wisata The Lost World Castle di Kawasan Rawan Bencana Merapi 

III dan upaya pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman 

untuk menjaga tertib tata ruang yang ada di kawasan tersebut. 

 Skripsi dari Muhammad Ocky Sani yang berjudul “Implementasi 

Fungsi Rencana Tata ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam penegakan 

hukum lingkungan (studi terhadap pelestarian Bukit Di Kota Bandar 

Lampung)”8 mengkaji tentang pelaksanaan fungsi dari peraturan daerah 

Lampung tentang rencana tata ruang wilayah untuk upaya pelestarian 

lingkungan yang ada di daerah perbukitan. Perbedaan dengan penelitian ini 

                                                             
6 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 42. 

 

 7 Rinto Nugrah Setiawan, “Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 dalam 

Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sleman” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015 

 

 8 Muhammad Ocky Sani, “Implementasi Fungsi Rencana Tata ruang Wilayah Kota Bandar 

Lampung dalam penegakan hukum lingkungan (studi terhadap pelestarian Bukit Di Kota Bandar 

Lampung)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016. 
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adalah obyek kajian pada kawasannya, yang lebih spesifik membahas masalah 

Kawasan Rawan Bencana Merapi III dan juga mengenai pengendalian yang 

dilakukan pemerintah untuk menjaga tertib tata ruang yang ada di kawasan 

tersebut. 

 Skripsi dari Diva Okta Fadilla Sari yang berjudul “Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Mendirikan Bangunan Pada Kawasan 

Industri di By Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”9 mengkaji 

mengenai pengendalian kemanfaatan ruang yang dilakukan Pemkot Padang 

pada kawasan industri yang justru digunakan untuk keperluan bukan industri. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian penulis yang lebih spesifik 

membahas masalah keberadaan wisata The Lost World Castle di Kawasan 

Rawan Bencana Merapi III dan upaya pengendalian yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjaga tertib tata ruang yang ada di 

kawasan tersebut. 

 Tesis dari Nuria Siswi Enggraini yang berjudul “Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan Lokasi di Kota Surakarta”10 mengkaji 

secara umum pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 

terkait dengan pelayanan pada sektor perizinan, yang mencakup semua 

                                                             
 9 Diva Okta Fadilla Sari, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen 

Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Industri di By Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota 

Padang”, Skripsi, Fakultas Hukum, Hukum Administrasi Negara, Universitas Andalas Padang, 

2014. 

 

 10 Nuria Siswi Enggraini, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan Lokasi di 

Kota Surakarta”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, program Pasca sarjana, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2006. 
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kawasan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian penulis yang 

lebih spesifik membahas masalah keberadaan wisata The Lost World Castle di 

Kawasan Rawan Bencana Merapi III dan pengedalian pemanfaatan ruang yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman yang meliputi peraturan zonasi, 

perizinan, dan pengenaan sanksi administratif. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Tata Ruang 

Dalam melaksanakan pembangunan nasional yang lebih terarah maka 

dibutuhkan pendekatan tata ruang yang baik. Penataan ruang tersebut 

memberikan peran yang signifikan dalam merancang keterpaduan ruang. 

Selain itu dapat mengatasi masalah ketersediaan ruang dalam hal 

pembangunan. Penataan ruang juga dapat mendorong publik untuk 

mengoptimalkan kemanfaatan ruang pada setiap kawasan. Penataan ruang 

merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang.11 Pada dasarnya sistem dari penataan 

ruang ini mempunyai pengaruh untuk mewujudkan ruang wilayah nasional 

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.  

Menurut Janice Morphet bahwa penataan ruang pada suatu kawasan 

dapat meningkatkan penggunaan tanah dan bangunan secara optimal, melalui 

pengendalian ruang secara intensif.12 Penataan ruang dapat dikatakan sebagai 

                                                             
 11 Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

 

 12 Janice Morphet, Effective Practice in Spatial Planning, (New york : RTPI library series 

Taylor & francis, 2010), hlm. 2. 
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penatagunaan tanah, karena fungsinya mengatur penggunaan tanah untuk 

pembangunan pada suatu wilayah. Penggunaan ruang yang terlalu ekplotatif 

akan mengakibatkan ketidak seimbangan suatu lingkungan, maka harus ada 

upaya pengendalian ruang yang baik dari lembaga yang berwenang.  

Penataan ruang merupakan implementasi dari perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam upaya pencegahan dan 

kerusakan lingkungan hidup dari percepatan pembangunan di semua sektor. 

Kerusakan lingkungan tersebut memiliki implikasi ekologis yang 

mengkhawatirkan bagi generasi yang akan datang, karena imbas dari 

kerusakan yang terjadi saat ini akan mengancam keberlangsungan masa depan. 

Oleh karenanya konsep penataan ruang sangat bermanfaat untuk mengurangi 

resiko dari pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan 

(SDB).13 

2. Perizinan 

Perizinan merupakan instrumen yang dimiliki pemerintah dalam rangka 

memberikan kepastian hukum. Instrumen perizinan termasuk perangkat formal 

yang dilakukan melalui serangkaian uji administrasi sehingga mendapatkan 

ketetapan dari pejabat yang berwenang. Proses administrasi tersebut 

mendorong masyarakat untuk tertib dan taat terhadap peraturan perundang 

undangan, dan berimplikasi pada kehidupan yang sejahtera. Aspek perizinan 

                                                             
 

 13 A.M Yunus Wahid, Pengantar Hukum…hlm. 58. 
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juga memberikan kejelasan terhadap status hukum, sehingga layak 

mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. 

Pengertian perizinan menurut Prajudi Atmosudirjo adalah ketetapan 

yang diberikan negara atas dispensasi pada suatu larangan melalui pengajuan 

persyaratan yang di tetapkan oleh peraturan perundang undangan.14 Untuk 

mendapatkan izin tersebut, pemohon harus memenuhi persyaratan dan melalui 

prosedur pelaksanaan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, 

agar dapat dispensasi dari perbuatan yang dilarang. Walaupun pada dasarnya 

perbuatan berizin atau tidak berizin tidak bertentangan dengan nilai dan norma 

dalam masyarakat. Tetapi, stelsel perizinan tersebut merupakan implementasi 

dari negara hukum, yang bertujuan menjamin kepastian hukum pada setiap 

individu.  

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 

dengan melakukan analisis yuridis mengenai keberadaan bangunan dan 

kegiatan wisata The Lost World Castle yang berada di Kawasan Rawan 

Bencana Merapi III. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian 

lapangan (field research) untuk mengetahui tindakan pengendalian yang 

dilakukan, dengan melakukan penelitian langsung ke sumber utama yaitu 

                                                             
 14 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), 

hlm. 94 
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Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas terkait, dan juga pengelola 

wisata The Lost World Castle, agar untuk memperoleh data yang akurat 

untuk karya ilmiah ini. 

2. Sifat Penelitian 

Termasuk sifat penelitian deskriptif-analitis15, yaitu mengambarkan 

kejadian apa yang terjadi dalam pengendalian ruang yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sleman di Kawasan Rawan Bencana Merapi III 

dan kemudian menganalisis dengan aturan hukum yang sudah ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yuridis empiris, menggunakan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Sleman dan 

kemudian membandingkan dengan pelaksaanaan dilapangan. 

4. Sumber Data 

a. Data primer  

Berikut ini bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)16 

sebagai bahan utama yaitu:  

1) Undang Undang Dasar RI Tahun 1945; 

2) Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

                                                             
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta : UI Press, 2010), hlm. 50. 

 
16 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum cet. ke-2 ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 

47. 
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3) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Gunung 

Merapi; 

4) Peraturan Bupati Sleman No. 20 tahun 2011 tentang Kawasan 

Rawan Bencana Gunung Merapi; 

5) Peraturan Daerah Kab. Sleman No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW 

Sleman Tahun 2011-2031; 

6) Peraturan Bupati Sleman No. 17 Tahun 2012 tentang Pertahapan 

Perizinan Terpadu;  

7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 15 tahun 2012 tentang 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 

8) Serta wawancara kepada instansi pemerintah yang bersangkutan, 

dan pemilik/pengelola obyek wisata The Lost World Castle. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang memperkuat dan 

memberikan kejelasan terhadap data primer dan semua publikasi 

hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Data sekunder 

dapat diperoleh dari kepustakan seperti buku teks yang membicarakan 

permasalahan hukum, skripsi, tesis, jurnal hukum dll. 

c. Data Tersier  

Data tersier adalah data diluar hal yang berkaitan dengan hukum 

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dll. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini adalah data fakta sosial yang berupa 

permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya antara pemerintah 

dan swasta.17 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan lisan untuk mendapatkan informasi dari responden. 

Wawancara dilakukan secara mendalam guna memperoleh data untuk 

tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

informan,18 informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

(DPMPT), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (DPUPR), dan Dinas Pariwisata yang ada di 

Kabupaten Sleman, dan pemilik/pengelola obyek wisata The Lost 

World Castle. 

b. Observasi 

Mengamati obyek/tempat penelitian pada Kawasan Rawan 

Bencana Merapi III dan Obyek Wisata The Lost World Castle, dan 

kemudian menangkap hal hal yang mendukung dalam proses 

penelitian ini. 

                                                             
17 Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum cet. ke-1, ( Bandung : Mandar Maju, 2008), 

hlm. 166. 

 
18 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif cet. ke-2, ( Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 108. 
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c. Studi Dokumen 

Yaitu mempelajari dokumen yang diperoleh dalam penelitian 

ini, yang berupa data data, buku, atau peraturan perundang undangan 

dan kemudian dianalisis secara sistematis.  

6. Analisis Data 

Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya analisa data 

sebagai tindak lanjut yang berisi uraian yng menggambarkan bagaimana 

suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk 

dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.19 

Penyusun menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan 

memusatkan perhatian pada prinsip-prinsp umum yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.20 

Dalam Analisis ini penyusun menjelaskan mengenai hasil dari wawancara 

yang mendalam kepada informan yang disebutkan diatas, kemudian 

melakukan kajian yuridis dengan menghubungan dan membandingkan 

pada peraturan perundang undangan yang ada sehingga memperoleh 

penulisan yang sistematis. 

Untuk kasus yang penyusun angkat dalam penelitian ini membahas 

secara proporsional terkait dengan pengendalian yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap objek wisata The Lost World 

Castle. Pembahasan yang pertama menjelaskan mengenai eksistensi pasal 

                                                             
19 Bahder Johan, Metode Penelitian…hlm. 174. 

 
20 Burhan Ashshofa, Metode Penlitian Hukum cet. ke1( Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 

20. 
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yang digunakan dalam menentukan status bangunan di Kawasan Rawan 

Bencana Merapi III melalui interpretasi dan identifikasi wilayah. 

Kemudian pembahasan kedua menjelaskan mengenai pelaksanaan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Sleman terhadap objek wisata The Lost World Castle. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini 

maka penyusun mendeskripsikan susanan pembahasan secara sistematis. 

Seluruh penilitian ini terdiri dari lima bab pembahasan setiap bab terdiri dari 

sub bab pembasan. Berikut adalah rincian  susunan pembahasan : 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah merupakan gambaran umum dari sebuah permasalahan yang akan 

dijadikan kajian penelitian ini, dan kemudian di susun rumusan masalah yang 

sesuai, untuk mengangkat permasalahan dalam penulisan ini. Setelah itu 

penulis menyebutkan tujuan dan manfaat penelitian yang dapat di manfaatkan 

baik secara teoritis ataupun praktis. Telaah pustaka guna menghindari terjadi 

persamaan penilitian dan untuk referensi atau literatur yang digunakan dalam 

penelitian ini. Kerangka teoritik yaitu teori yang akan digunakan untuk 

mengupas permasalahan dalam penilitian ini, metode penelitian yaitu metode 

apa saja yang peniliti gunakan untuk membahas penelitian ini. Serta 

sistematika penulisan yang berisi bejabaran susunan pembahasan dalam 

penelitian ini. 
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Bab kedua akan membahas tentang bab tinjauan umum penataan ruang 

yang kemudian dibahas mengenai pengertian dan ruang lingkup dari penataan 

ruang tersebut. Selanjutnya, Tinjauan umum tentang perizinan. 

Bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum mengenai wilayah 

administrasi Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, 

dan Kawasan Rawan Bencana Merapi. 

Bab keempat membahas tentang analisis pengendalian ruang yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada objek wisata The Lost world 

Castle mengenai bangunan yang didirikan di Kawasan Rawan Bencana Merapi 

III, yang meliputi analisis yuridis mengenai keberadaan bangunan dan kegiatan 

wisata The Lost World Castle dan tindakan Pemerintah Kabupaten Sleman 

dalam mengendalikan keberadaan wisata itu. 

Bab kelima berisi tentang penutup, kesimpulan, saran, daftar pustaka, 

lampiran, dan biodata 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Alasan Pemerintah Kabupaten Sleman melarang bangunan dan kegiatan 

wisata The Lost World Castle di Kawasan Rawan Bencana Merapi III 

Terdampak Langsung karena tidak memenuhi persyaratan fisik dan 

operasional. Persyaratan fisik yang dimaksud adalah bangunan tersebut 

telah melanggar aturan tata ruang, tidak melalui pertahapan perizinan, dan 

belum memiliki keandalan teknis dari segi keselamatan. Adapun 

persyaratan operasional berkaitan dengan kegiatan wisata yang dilakukan 

tidak melalui izin teknis/izin sektoral sehingga tidak mendapatkan Tanda 

Daftar Pariwisata (TDUP), dan kegiatan wisata yang dilakukan tidak sesuai 

dengan fungsi konservasi. 

2. Pengendalian pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sleman, yang melarang bangunan The Lost World Castle sudah sesuai 

dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2014 tentang Taman Nasional Gunung 

Merapi, dan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Sleman. Dengan beberapa instrumen hukum yang 

digunakan dalam pengendalian tersebut ialah, a). Peraturan zonasi 
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dilakukan dengan menyusun kajian teknis dan pendalaman materi oleh 

Bappeda, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. b). Perizinan dilakukan 

dengan memperketat perolehan izin, sehingga mengaharuskan pihak yang 

bersangkutan untuk memenuhi pertahapan izin, izin tersebut meliputi Izin 

Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Teknis. c). 

Pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan menerbitkan surat 

peringatan. Surat peringatan tersebut dikeluarkan beberada instansi yang 

memiliki fungsi pengawasan yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dan 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. DPUPKP memberikan Surat Peringatan 

terkait pembangunan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang 

Sleman. Dinas Lingkungan hidup memberikan surat peringatan terkait 

dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi konservasi. Kemudian, 

Dinas Pariwisata memberikan surat peringatan terkait dengan kegiatan yang 

tidak melalui pertahapan perizinan. Adapun, Dinas Pertanahan dan Tata 

ruang yang juga memiliki fungsi pengawasan tidak mengeluarkan surat 

peringatan dengan alasan tertentu. pengendalian yang dilakukan sejalan 

dengan asas keterpaduan, perlindungan kepentingan umum dan 

akuntabilitas. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah ditulis pada bab 

sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Sleman harus memperhatikan lebih cermat 

instrumen hukum yang akan dilakukan untuk membawa kasus The Lost 

World Castle ini keranah pidana, agar tidak terkesan eksekutorial dalam 

menerapkan sanksi pelanggaran tata ruang dan menjaga independensi 

lembaga yudisial. 

2.  Kawasan Rawan Bencana Merapi III yang Terdampak Langsung adalah 

kawasan yang terbebas dari hunian, sarana prasarana atau kegiatan yang 

mengubah bentang alam. Oleh karena itu,  Pemerintah Kabupaten Sleman 

harus tegas dan konsisten untuk menjaga wilayah ini, tidak hanya The Lost 

World Castle saja tetapi bangunan lainnya yang memang ada indikasi 

pelanggaran tata ruang maka harus segera ditertibkan. 

3. Untuk meningkatkan efektifitas dalam menjaga ketertiban tata ruang, 

Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan upaya intensif 

pencegahan dini melalui instrumen hukum yang tepat agar tidak terjadi hal 

hal yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan pemerintah 

4. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membangun kontribusi dengan 

masyarakat lokal dalam penata gunaan tanah dan meningkatkan insentif 

bagi warga yang menjalankan tertib tata ruang di KRB Merapi III. 
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DAFTAR PUSTAKA 

A. Peraturan Perundang Undangan 
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